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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 43O /2022

TENTANG

PENETAPAN RUMAH IBADAH RAMAH ANAK
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan
Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong, maka perlu
menetapkan Rumah Ibadah Ramah Anak di Kabupaten
Tabalong Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat [I Tanah Laut, Daerah Tingkat [I Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756),

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757},

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 174);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak
Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
S7);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511};

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 169);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan
Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan
KESATU

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

(O8]

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1},

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun
2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun
2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019
tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Rumah Ibadah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong
Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA : Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana di maksud dalam Diktum

KESATU dijadikan model percontohan Rumah Ibadah Ramah Anak
yang lain di wilayah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 (esewvher 3022

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1.
2.

NOGoh

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
Gubernur Kalimantan Selatan Dp. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Banjarbaru.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ Ad0 /2022
TANGGAL 26 Oecember 3027

DAFTAR RUMAH IBADAH RAMAH ANAK
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO. NAMA RUMAH IBADAH ( ALAMAT KETERANGAN
1 GKE Immanuel Murung Komplek Pertamina
* | Pudak Kecamatan Murung Pudak Gereja Kristen
. J1. A. Yani Maburai
2. GEE Eppata Tanpumng Kecamatan Murang Pudak Gereja Kristen
Desa Pangelak RT. 01 Gereja Kristen
3. GKE Agape Pangelak Kecamatan Upau
4. GKE Betlehem Nawin Desa Nawin Ke.camatan Gereja Kristen
Haruai
5 GKE Maranatha Desa Mangkupum Gereja Kristen
‘ Mangkupum Kecamatan Muara Uya
J1. Musyawarah No. 25 Gereja
B GRl Mg Pudak Kecamatan Murung Pudak Pantekosta
Desa Argo Mulyo Kecamatan Gereja
7 CRELAagn Miyo Bintang Ara Pantekosta
Gereja
8. GPdI Muara Uya Kecamatan Muara Uya Pantekosta
9 Gereja Paroki Katolik Ave Sulingan Tanjung Kecamatan | Gereja Katolik
" | Maria Tanjung
Gereja Katolik Santa Anna Desa Warukin Kecamatan Gereja Katolik
10. s
Warukin Tanta
BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN [T
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ L\’«}o /2022

TANGGAL 3b Doceviber 2092

DAFTAR RUMAH IBADAH RAMAH ANAK
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NAMA RUMAH IBADAH [ ALAMAT KETERANGAN

Sei Rumbia Kecamatan | Hindu

Pura Hari Buana
Upau

BUPATI TABALONG,

ANR¢

ANANG SYAKHFIANI




